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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

NOMOR 10 TAHUN 2018   

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 

 

I. UMUM 

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan kegiatan 
perekonomian, serta aktifitas masyarakat, sebagai akibat terlaksananya 
kegiatan pembangunan di Daerah, terdapat salah satu potensi bencana yang 

harus diantisipasi bersama baik oleh Pemerintah Daerah maupun 
masyarakat. Potensi bencana dimaksud termasuk kebakaran, baik yang 
disebabkan oleh aktivitas masyarakat maupun karena faktor alam. Untuk 

meminimalisir potensi dan dampak apabila kebakaran terjadi di masyarakat, 
perlu dilakukan upaya penanggulangan kebakaran. Upaya pencegahan 

kebakaran merupakan upaya untuk mengurangi potensi kebakaran, sejak 
aktifitas pembangunan dilakukan oleh masyarakat berdasarkan potensi 
kebakaran, sedangkan upaya penanggulangan kebakaran merupakan upaya 

meminimalisir sekecil mungkin dampak yang timbul apabila terjadi 
kebakaran. Potensi Bahaya Kebakaran merupakan tingkat kondisi/keadaan 

bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia 
beraktivitas. 

 

Pelaksanaan penanggulangan kebakaran, merupakan urusan 
pemerintahan wajib Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, sehingga sangat membutuhkan peran serta aktif 
masyarakat, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna. 
Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kebakaran, 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang 
pencegahan dan penanganan kebakaran melalui unit organisasi 

penanggulangan kebakaran yang dibentuk di dalamnya, sedangkan peran 
aktif masyarakat melalui kewajiban pemeriksaan dan/atau pengujian setiap 
alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat 

penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat, 
termasuk yang diperdagangan atau diperjualbelikan. Dengan mekanisme ini 
diharapkan terjadi sinergitas antara Pemerintah Daerah dan masyarakat 

dalam penanggulangan kebakaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut di 
atas, untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat 

dalam penggulangan kebakaran, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” dalam 
penanggulangan kebakaran adalah untuk memberikan 
perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, 

harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk 
Indonesia secara proporsional. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan ”asas keadilan” adalah bahwa setiap 
materi muatan ketentuan dalam penanggulangan kebakaran 

harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi 
setiap warga negara tanpa kecuali. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam 
hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan 
ketentuan dalam penanggulangan kebakaran tidak boleh 

berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, 
agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa 
materi muatan ketentuan dalam penanggulangan kebakaran 

mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan 
lingkungan. 

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa 
materi muatan ketentuan dalam penanggulangan kebakaran 
mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan. 

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa 
materi muatan ketentuan dalam penanggulangan kebakaran 
mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial 

masyarakat. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian 
hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam 
penanggulangan kebakaran harus dapat menimbulkan 

ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya 
kepastian hukum. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa 
penanggulangan kebakaran pada dasarnya menjadi tugas 

dan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan 
masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.  
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Huruf g 

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” 
adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam 
penanggulangan kebakaran mencerminkan kelestarian 

lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi 
yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.  

Huruf h 

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan 
teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan kebakaran 

harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara 
optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses 
penanggulangan kebakaran, baik pada tahap pencegahan, 

pada saat terjadi kebakaran, maupun pada tahap pasca 
terjadi kebakaran. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah 

bahwa dalam penanggulangan kebakaran harus 
dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan 
keadaan. 

Huruf b  

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa 

apabila terjadi kebakaran, kegiatan penanggulangan 
kebakaran harus mendapat prioritas dan diutamakan pada 
kegiatan penyelamatan jiwa manusia. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa 

penanggulangan kebakaran didasarkan pada koordinasi yang 
baik dan saling mendukung.  

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa 

penanggulangan kebakaran dilakukan oleh berbagai sektor 
secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik 
dan saling mendukung. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa 

dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan 
tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. 

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa 

kegiatan penanggulangan kebakaran harus berhasil guna, 
khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan 

tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa 

penanggulangan kebakaran dilakukan secara terbuka dan 
dapat dipertanggungjawabkan.  
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Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa 

penanggulangan kebakaran dilakukan secara terbuka dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.  

Huruf f 

Cukup jelas 

Huruf g 

Cukup jelas 

Huruf h 

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah 

bahwa Daerah dalam penanggulangan kebakaran tidak 
memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, 
suku, agama, ras, dan aliran politik.  

Huruf i 

Yang dimaksud dengan “nonproletisi” adalah bahwa dilarang 

menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan 
darurat kebakaran, terutama melalui pemberian bantuan 
dan pelayanan darurat kebakaran. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “peta tematik” seperti peta jaringan jalan 

raya, jalan kereta api, sungai, jaringan pipa bahan bakar dan gas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “bangunan gedung” adalah wujud fisik 
hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat 
kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau 

di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat 
manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat 

tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, 
budaya, maupun kegiatan khusus. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “hutan” adalah suatu kesatuan ekosistem 
berupa hamparan lahan berisi Sumberdaya alam hayati yang 
didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, 

yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 

Yang dimaksud dengan “lahan” adalah suatu hamparan ekosistem 

daratan diluar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha 
dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “objek lainnya” antara lain kendaraan 
bermotor, pepohonan, bangunan semi permanen, instalasi listrik 
dan lain sebagainya. 

Pasal 14 

Cukup jelas 

Pasal 15 

Cukup jelas 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “Bahaya Kebakaran Ringan” adalah 
ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan 

kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas 
rendah, sehingga penjalaran api lambat. 
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Yang dimaksud dengan “Bahaya Kebakaran Sedang” adalah 

ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan 
kemudahan terbakar sedang dan apabila terjadi kebakaran 
melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang. 

Yang dimaksud dengan “Bahaya Kebakaran Berat” adalah 
ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan 

kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta 
penjalaran api cepat apabila terjadi kebakaran. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “bukaan” merupakan bukaan/lubang 
yang dapat dibuka yang terdapat pada dinding bangunan 
gedung terluar, bertanda khusus, menghadap ke arah luar 

dan diperuntukkan bagi unit pemadam kebakaran dalam 
pelaksanaan pemadaman kebakaran dan penyelamatan 
penghuni. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
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Pasal 23 

Ayat (1) 

huruf a 

Yang dimaksud dengan “proteksi pasif” merupakan sistim 

perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan 
melakukan pengaturan komponen bangunan gedung dari 

aspek arsitektur dan struktur sedemikian rupa sehingga 
dapat melindungi penghuni dan benda dari kerusakan fisik 
saat terjadi kebakaran meliputi antara lain bahan bangunan 

gedung, konstruksi bangunan gedung, kompartementasi, 
pintu tahan api, penghenti api (firestop), pelapis tahan api 

(fire retardant), dan lain-lain yang berfungsi untuk mencegah 
dan membatasi penyebaran kebakaran, asap dan 
keruntuhan sehingga: 

1. penghuni bangunan mempunyai cukup waktu untuk 

melakukan evakuasi secara aman tanpa dihalangi oleh 
penyebaran api dan asap kebakaran; dan 

2. memberikan kesempatan bagi petugas pemadam 

kebakaran beroperasi. 

huruf b 

Yang dimaksud dengan “proteksi aktif” merupakan sistim 
perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan 
mempergunakan peralatan yang dapat bekerja secara 

otomatis maupun manual, digunakan oleh penghuni atau 
petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan operasi 

pemadaman, selain itu sistem itu digunakan dalam 
melaksanakan penanggulangan awal kebakaran, meliputi 
sistem pipa tegak dan selang, sprinkler otomatis, 

pencahayaan darurat, sarana komunikasi darurat, lif 
kebakaran, sistem deteksi dan alarm kebakaran, alat 

pengendali asap, ventilasi, pintu tahan api otomatik dan 
pusat pengendali kebakaran 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “sistem deteksi dan alarm 

kebakaran” merupakan suatu alat untuk memberitahukan 
kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran 
manual dan/atau alarm kebakaran otomatis. 
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Huruf c 

Yang dimaksud dengan “sistem pipa tegak dan slang 

kebakaran” merupakan sistem pemadam kebakaran yang 
berada dalam bangunan gedung, dengan kopling 
pengeluaran 2,5 (dua koma lima) inci, 1,5 (satu koma lima) 

inci dan kombinasi. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “sistem pengendali asap” merupakan 
suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk 

mengeluarkan asap dari bangunan gedung atau bagian 
bangunan gedung sampai batas aman pada saat kebakaran 

terjadi. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Huruf j 

Cukup jelas. 

Huruf k 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

ayat (1) 

huruf a 

Yang dimaksud dengan “Tipe A” merupakan konstruksi yang 

unsur struktur pembentuknya tahan api dan mampu 
menahan secara struktural terhadap beban bangunan. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “Tipe B” merupakan konstruksi yang 

elemen struktur pembentuk kompartemen penahan api 
mampu mencegah penjalaran kebakaran ke ruang-ruang di 
dalam bangunan. 
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Huruf c 

Yang dimaksud dengan “Tipe C” merupakan komponen 

struktur bangunannya dari bahan yang dapat terbakar serta 
tidak dimaksudkan untuk mampu menahan secara 
struktural terhadap kebakaran. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Yang dimaksud dengan “kompartemenisasi” merupakan usaha untuk 
mencegah penjalaran kebakaran dengan cara membatasi api dengan 
dinding, lantai, kolom, balok yang tahan terhadap api untuk waktu 

yang sesuai dengan kelas bangunan gedung. 

Pasal 27 

Yang dimaksud dengan “proteksi pada bukaan” merupakan bahan 
tahan api digunakan untuk penutup bukaan seperti jendela, lif, saf 

pipa, saf kabel dan lain-lain. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Cukup jelas. 
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Pasal 38 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “ruangan atau bagian bangunan yang 

berisi barang dan peralatan khusus” antara lain ruang arsip, ruang 
komputer, instalasi listrik, panel listrik, ruang generator, gas 
turbin, instalasi pembangkit tenaga listrik, ruang khasanah dan 

bahan kimia. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “sistem pemadaman menyeluruh 
(total flooding)” adalah sistem pemadaman yang dirancang 

untuk melepaskan bahan pemadam gas ke ruang tertutup 
sehingga mampu menghasilkan konsentrasi cukup untuk 
memadamkan api seluruh volume ruang. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “sistem pemadaman setempat (local 
application)” adalah sistem pemadaman yang dirancang 
untuk melepaskan bahan pemadam gas langsung terhadap 
kebakaran yang terjadi di suatu area tertentu yang tidak 

memiliki penutup ruang atau hanya sebagian tertutup, dan 
tidak perlu menghasilkan konsentrasi pemadam untuk 

seluruh volume ruang yang terbakar. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

Pasal 45 

Yang dimaksud dengan “pengelolaan bahan berbahaya” merupakan 
kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, 
menggunakan dan atau membuang Bahan Berbahaya. 
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Pasal 46 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “alat isolasi tumpahan” adalah alat 

pengisolasi tumpahan bahan apabila terjadi kecelakaan yang 
mengakibatkan tumpahnya bahan-bahan berbahaya. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Kendaraan yang melakukan pengangkutan dan pengedaran Bahan 

Berbahaya harus menyediakan alat pemadam api ringan dan alat 
perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya 

kebakaran. 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

Pasal 50 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Cukup jelas. 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

Pasal 56 

Cukup jelas. 
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Pasal 57 

Cukup jelas. 

Pasal 58 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang berkepentingan” antara 
lain adalah keluarga korban, tokoh masyarakat, pemilik bangunan 
dan/atau lahan, dan pihak yang mengetahui sebab terjadinya 

kebakaran. 

Pasal 59 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “inspeksi merupakan pemeriksaan secara 
detail dan cermat terhadap alat pemadam kebakaran, alat 

penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa” apakah 
sesuai atau tidak dengan aturan dan standar yang ditetapkan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 60 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah Pemerintah Daerah 

lain, Kepolisian dan pihak lain yang dapat melakukan 
penanggulangan kebakaran. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 61 

Cukup jelas. 

Pasal 62 

Cukup jelas. 

Pasal 63 

Cukup jelas. 

Pasal 64 

Cukup jelas. 
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Pasal 65 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “sumber air merupakan sumber air 
yang dapat digunakan dan dimanfaatkan airnya untuk 
memadamkam kebakaran” yang terdiri dari sumber air alami 

dan sumber air buatan. Sumber air alami meliputi sungai, 
danau/telaga dan mata air pegunungan sedangkan sumber 
air buatan meliputi waduk, sawah, bendungan, kolam, 

sumur dan dydrant. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “situasi dan kondisi” merupakan keadaan 

darurat pada saat terjadi kebakaran yang harus dilakukan oleh 
petugas pemadam kebakaran denga meminta izin kepada pemilik 
atau/ pengguna bangunan untuk melakukan 

perusakan/perobohan bangunan dalam rangka sebagai akses 
masuk lokasi kebakaran, untuk menolong korban yang 
terperangkap, mengisolasi kebakaran, dan mengurangi dampak 

kebakaran yang lebih besar.  

Pasal 66 

Cukup jelas. 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

Pasal 69 

Cukup jelas. 
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